
JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal 
E-ISSN: 3090-7586 P-ISSN: 3090-7578 

Vol. 2 No. 1 Mei 2026 
 

 
Matthew Alexander Nainggolan & Gunardi Lie – Universitas Tarumanagara 82 

Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak dan Outsourcing dalam Perspektif Hukum 
Ketenagakerjaan 

 
Matthew Alexander Nainggolan1 Gunardi Lie2 

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia1,2 

Email: matthew.205220331@stu.untar.ac.id1 gunardi@fh.untar.ac.id2 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan 
outsourcing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Peningkatan penggunaan sistem 
kerja kontrak dan outsourcing sebagai bentuk fleksibilitas pasar kerja tidak dapat dihindari dalam 
dinamika dunia usaha modern, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya 
terkait kepastian kerja, kesejahteraan, dan perlindungan hak pekerja. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi ketenagakerjaan 
telah mengatur perlindungan bagi tenaga kerja kontrak dan outsourcing, terutama terkait perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT), pembatasan jenis pekerjaan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap 
pekerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan, seperti penyalahgunaan 
status kontrak, ketidakjelasan hubungan kerja, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. 
Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha turut memperburuk kondisi 
perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, 
serta sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja 
secara adil, layak, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Kontrak; Outsourcing; Hukum Ketenagakerjaan; Hak 
Pekerja 

 

Abstract 

This study aims to analyze the legal protection of contract and outsourced workers from the perspective of 
labor law in Indonesia. The increasing use of contract and outsourcing work systems as a form of labor 
market flexibility is inevitable in the dynamics of modern business; however, it also raises various issues, 
particularly regarding job security, worker welfare, and the protection of workers’ rights. This research 
employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that, 
normatively, labor regulations in Indonesia have provided protection for contract and outsourced workers, 
particularly concerning fixed-term employment agreements (PKWT), limitations on types of work, and 
corporate responsibilities toward workers. Nevertheless, in practice, various deviations still occur, such as 
the misuse of contract status, unclear employment relationships, and weak supervision and law 
enforcement. In addition, the imbalance of bargaining power between workers and employers further 
exacerbates the condition of workers’ rights protection. Therefore, strengthening regulations, improving 
supervision, and fostering synergy among the government, employers, and workers are necessary to ensure 
the fulfillment of workers’ rights in a fair, decent, and sustainable manner. 
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PENDAHULUAN 
Transformasi struktur ekonomi global telah mendorong perubahan signifikan dalam pola 

hubungan kerja, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Fleksibilitas pasar tenaga 
kerja menjadi salah satu strategi utama yang diadopsi oleh pelaku usaha untuk meningkatkan 
efisiensi dan daya saing di tengah tekanan globalisasi. Dalam konteks ini, penggunaan tenaga 
kerja kontrak melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta praktik 
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outsourcing mengalami peningkatan yang cukup pesat. Meskipun demikian, fleksibilitas 
tersebut seringkali berimplikasi pada melemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja 
(Sutedi, 2009). Secara normatif, kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah 
memberikan landasan bagi pengaturan tenaga kerja kontrak dan outsourcing melalui Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut pada prinsipnya 
mengatur batasan penggunaan PKWT, jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, serta 
tanggung jawab pemberi kerja terhadap pekerja. Namun, dalam tataran implementasi, masih 
terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang menunjukkan 
adanya problem efektivitas hukum (Asyhadie, 2017). 

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa tenaga kerja kontrak dan outsourcing 
kerap berada dalam posisi yang rentan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat 
ketidakpastian kerja (job insecurity), keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, serta 
lemahnya perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, hubungan kerja yang 
bersifat tidak langsung dalam sistem outsourcing turut menimbulkan ambiguitas tanggung 
jawab antara perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Kondisi ini 
mempertegas adanya ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pengusaha, yang berpotensi 
menimbulkan praktik-praktik eksploitatif (Husni, 2014). Lebih jauh, lemahnya fungsi 
pengawasan ketenagakerjaan serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor 
krusial yang memperparah situasi tersebut. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai 
penyimpangan, seperti penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta 
pengalihan pekerjaan inti kepada tenaga outsourcing. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 
regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian 
hukum dalam hubungan industrial (Soepomo, 2003). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan 
kajian yang lebih mendalam dan kritis mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 
kontrak dan outsourcing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Kajian ini tidak hanya 
penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi 
kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang 
mampu memperkuat perlindungan hak pekerja secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. 
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing dalam sistem 

hukum ketenagakerjaan di Indonesia? 
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing 

dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia? 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan 

oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-
norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan 

hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka 

sebagai sumber utama, sehingga sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library 

research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta 

peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk 
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memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum, khususnya yang 

berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, hubungan kerja, dan keadilan dalam hubungan 

industrial. 
Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur 

hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Adapun 

bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya yang digunakan 

untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, 
bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis 

untuk menemukan kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pengaturan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing dalam sistem hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia 

Pengaturan mengenai tenaga kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia merupakan 

bagian dari perkembangan konsep hubungan kerja non-standar (non-standard employment). 
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja non-standar mencakup bentuk kerja 

yang tidak bersifat tetap, seperti PKWT dan outsourcing, yang berkembang sebagai respons 

terhadap kebutuhan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Secara yuridis, kedua bentuk hubungan 

kerja tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, namun masih menyisakan 

berbagai persoalan normatif dan konseptual.  Dalam kerangka hukum positif, pengaturan 

PKWT dan outsourcing mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-
Undang Cipta Kerja. Regulasi ini memperluas fleksibilitas penggunaan tenaga kerja, terutama 

dalam hal durasi kontrak dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan melalui sistem outsourcing. 
Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari perlindungan 

tenaga kerja menuju peningkatan efisiensi ekonomi dan daya saing investasi. Namun demikian, 
dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
prinsip dasar perlindungan pekerja sebagai pihak yang secara struktural berada pada posisi 
yang lebih lemah. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan PKWT tetap menjadi elemen 

penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial. Secara normatif, PKWT hanya 

dapat diterapkan pada pekerjaan yang bersifat sementara, bukan pekerjaan yang bersifat tetap 

atau berkelanjutan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik penyamaran hubungan 

kerja tetap menjadi hubungan kerja kontrak.  
Lebih lanjut, dalam konteks outsourcing, terdapat perubahan paradigma yang cukup 

signifikan. Jika sebelumnya outsourcing dibatasi pada pekerjaan penunjang, maka regulasi 
terbaru memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk mengalihkan sebagian 

pekerjaan kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya liberalisasi dalam pengaturan 

hubungan kerja, yang di satu sisi memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, namun di sisi lain 

berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi pekerja. Selain itu, kompleksitas hubungan 

hukum dalam sistem outsourcing juga menjadi tantangan tersendiri. Hubungan kerja yang 

melibatkan tiga pihak menciptakan potensi konflik tanggung jawab, terutama dalam hal 
pemenuhan hak pekerja. Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakjelasan mengenai pihak 

yang bertanggung jawab terhadap upah, jaminan sosial, maupun perlindungan kerja. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih memerlukan penyempurnaan, 
khususnya dalam memperjelas relasi hukum antar pihak dalam sistem outsourcing. Dengan 
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demikian, meskipun secara normatif pengaturan hukum telah tersedia, dinamika perubahan 

regulasi menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan 

tenaga kerja. Hal ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan agar hukum ketenagakerjaan 

tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi fleksibilitas kerja, tetapi juga sebagai instrumen 

perlindungan sosial yang efektif. 
 
Efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing dalam 

praktik ketenagakerjaan di Indonesia 
Efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana regulasi tersebut 

mampu diimplementasikan secara konsisten dalam praktik. Dalam konteks Indonesia, berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara 

norma hukum dan realitas di lapangan.  Salah satu permasalahan utama adalah penyalahgunaan 

PKWT oleh perusahaan. Dalam praktiknya, pekerja kontrak seringkali dipekerjakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Selain itu, perpanjangan kontrak yang dilakukan secara berulang tanpa kejelasan status kerja 

menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi regulasi. Permasalahan serupa 

juga terjadi dalam sistem outsourcing, di mana hubungan kerja yang kompleks seringkali 
menyebabkan pekerja berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara optimal. Pekerja 

outsourcing kerap mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena adanya dualisme 

tanggung jawab antara perusahaan pengguna dan penyedia tenaga kerja. Hal ini 
memperlihatkan bahwa secara struktural, sistem outsourcing cenderung menempatkan 

pekerja pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak.  
Selain faktor normatif, efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh faktor 

struktural dan institusional. Keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan serta lemahnya 

mekanisme penegakan hukum menyebabkan banyak pelanggaran tidak ditindak secara 

optimal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pekerja, 
yang seringkali tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh. Di sisi lain, perubahan 

struktur ekonomi dan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja juga turut mempengaruhi 
efektivitas perlindungan hukum. Sistem kerja kontrak dan outsourcing merupakan bagian dari 
strategi adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, namun di sisi lain juga meningkatkan 

tingkat ketidakpastian kerja (job insecurity) bagi pekerja. Lebih jauh, perkembangan hubungan 

kerja non-standar yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif, seperti gig economy dan 

pekerja paruh waktu, menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan belum mampu 

mengimbangi perubahan struktur pasar kerja. Hal ini menyebabkan sebagian pekerja berada di 
luar jangkauan perlindungan hukum, sehingga memperluas kesenjangan dalam sistem 

perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing masih menghadapi 
berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun struktur kelembagaan. 
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus 

pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada penguatan institusi, peningkatan pengawasan, 
serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan 

hukum mengenai tenaga kerja kontrak dan outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di 
Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang cukup jelas melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut mengatur batasan penggunaan Perjanjian Kerja 
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Waktu Tertentu (PKWT), jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, serta tanggung jawab 

pemberi kerja terhadap pemenuhan hak pekerja. Namun demikian, dalam praktiknya, 
efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak dan outsourcing masih belum 

optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya penyalahgunaan sistem kontrak, ketidakjelasan 

hubungan kerja dalam praktik outsourcing, serta lemahnya pengawasan dan penegakan 

hukum. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

implementasinya, yang berdampak pada belum terpenuhinya perlindungan hak pekerja secara 

maksimal. 
 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat sistem 

pengawasan ketenagakerjaan serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

yang terjadi, khususnya terkait penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourcing. Selain itu, 
diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memperjelas batasan dan tanggung jawab para 

pihak dalam hubungan kerja, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. 
Bagi perusahaan, diharapkan dapat lebih mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjamin 

pemenuhan hak-hak pekerja secara adil. Sementara itu, pekerja juga perlu meningkatkan 

pemahaman terhadap hak-haknya agar dapat memperjuangkan perlindungan hukum secara 

lebih efektif. 
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